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STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka
1. Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement
yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan
penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan
dampak atau akibat terhadap sesuatu, sesuatu tersebut dilakukan
untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan
yang dibuat oleh lembaga-lembaga Pemerintah dalam kehidupan
kenegaraan. Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan
baik oleh individu atau pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah
atau swasta yang diharapkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang
digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Fungsi implementasi
kebijakan  ialah  untuk  membentuk  suatu  hubungan yang
memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijakan publik-publik
dapat diwujudkan sebagai outcome hasil akhir kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup
pula penciptaan dalam ilmu kebijakan publik disebut “policy deliver
system” (sistem penyampaian penerusan kebijakan publik yang
biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang

direncanakan atau disesuaikan secara khusus serta diarahkan
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menuju  tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang
dikehendaki.

Menurut. Prastyanty (2020) berpendapat bahwa: “Kebijakan
adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan
dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan
dalam Pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan,
prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai
sasaran.” kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan  konteks
implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan
ditransformasikan, setelah itu implementasi kebijakan dapat dilakukan.
Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan
pengarahan dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola
input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat.

Menurut, Ibrahim. (2018:15) menyatakan dalam suatu kebijakan
terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu :

a. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah perumusan suatu kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah/ pengambil kebijakan itu sendiri. Adapun
tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan yaitu :

1) Kebijakan yang merumuskan alternatif untuk mengatasi

masalah.

2) Adopsi kebijakan, yakni kebijakan alternatif tersebut di

adopsi/ diambil untuk solusi dalam menyelesaikan masalah

tersebut.
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3) Implementasi kebijakan, yakni kebijakan yang telah diambil
dilaksanakan

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang
dilaksanakan agar sebuah kebijakan tersebut dapat tercapai tujuan
implementasi  kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang
dilaksanakan agar sebuah kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan
implementasi kebijakan adalah serangkaian aktifitas dan keputusan
yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam pembuatan kebijakan
terwujud ke dalam prakteknya/realitasnya. Terdapat 4 faktor penting
dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu; komunikasi sumberdaya,
sikap pelacakan kebijakan dan struktur birokrasi. Dan untuk
mengimplementasikan kebijakan pada pilihan pembuatan kebijakan
terwujud ke dalam prakteknya/realisasinya. Terdapat ada 4 faktor
penting dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu: komunikasi,
sumber daya, sikap pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi.

c. Evaluasi Kebijakan

Setelah adanya pelaksanaan kebijakan kemudian diadakan
pengevaluasian dalam kebijakan tersebut. Karena dapat mengetahui
sejauh mana pelaksanaan tersebut telah tercapai. Menurut Thamrin
(2020: 34) berpendapat bahwa evaluasi adalah langkah menerima
umpan balik yang utama dari proses kebijakan. Evaluasi kebijakan
akan memberikan informasi yang memperbolehkan stakeholders

dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam
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kebijakan tersebut. Evaluasi yang dimaksudkan disini adalah untuk
mengidentifikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan yang sesuai
dengan sasaran dan tujuan dari evaluasi kebijakan adalah
mempelajari  pencapaian sasaran dari pengalaman terdahulu.
Terhadap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan
dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu
sisi merupakan proses yang memiliki logika dalam arti proses
kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau
dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi
lain di dalamnya memiliki arti penurunan alternatif kebijakan yang
abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit. Menurut. Ramandani (2015:
6) menyatakan, implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan
administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.
Sedangkan implementasi kebijakan merupakan tindakan yang
dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun
secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut, Fridaus, (2018) Implementasi kebijakan merupakan
pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan
kebijakan publik, sehingga kebijakan dapat membawa hasil sesuai
yang di harapkan. Implementasi kebijakan merupakan pelaksana,
penerapan dan serangkaian konsep, asas yang menjadi garis dan
dasar rencana dalam pelaksanaan kebijakan kepemimpinan,
pekerjaan, serta cara bertindak tentang Pemerintah atau organisasi.

Yang dimaksud dengan Implementasi kebijakan adalah usaha
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mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan
tertentu, sedangkan Pemerintah mempunyai pengertian baku vyaitu
suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh Pemerintah
dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan
umum.
2. Manajemen Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses
mengenai berbagai masalah pada organisasi untuk dapat membantu
kelancaran aktivitas organisasi demi mencapai tujuan yang telah di
harapkan oleh organisasi tersebut. Pengertian manajemen sumber
daya manusia menurut, Rachmawati (2008:3) Manajemen Sumber
Daya Manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan,
pengembangan pemberian kompetensi dan pengintegrasian dan
pelepasan Sumber Daya Manusia agar tercapai tujuan individu,
organisasi dan masyarakat. Tujuan utama manajemen sumber daya
manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia
terhadap organisasi. Hal ini dapat dipahami oleh semua organisasi
dalam mencapai tujuan tergantung pada manusia-manusia pengelola
pengelolah organisasi tersebut. Oleh karena itu, manajemen sumber
daya manusia sangat di perlukan dalam suatu organisasi yang telah

ditentukan.
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b. Tujuan Manajemen SDM
Manajemen sumber daya manusia pada suatu organisasi
Pemerintahan maupun swasta sangat penting untuk memberi
pertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Sistem manajemen
Sumber Daya Manusia dapat menjadi sumber kapabilitas organisasi
yang memungkinkan untuk terus belajar memperagakan peluang
baru. Menurut, Wayan Mujiati (2023) memberikan pendapat bahwa
tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberi
pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan, sumber daya
manusia untuk memastikan bahwa suatu organisasi memiliki
karyawan atau pegawai yang memiliki kinerja tinggi dan selalu siap untuk
mengatasi perubahan, serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara
legal.
Secara khusus manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan
yaitu:

1) Mengembangkan sistem kerja dengan Kkinerja tinggi yang meliputi
proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan
manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan
organisasi.

2) Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang
menyadari bahwa pegawai adalah stakeholder dalam organisasi
yang bernilai dan membantu mengembangkan kepercayaan untuk
kerja sama.

3) Memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk
semua, artinya ada Kketerkaitan saling menguntungkan antara
organisasi dengan pegawai.

4) Mempertahankan serta memperbaiki kesejahateraan fisik serta
mental pegawai atau karyawan dalam organisasi.

c. Fungsi Manajemen SDM
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Ada beberapa fungsi manajemen sumber daya manusia, fungsi
manajemen sumber daya manusia merupakan suatu dasar untuk
melaksanakan proses manajemen sumber daya manusia yang efektif
dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi.
Fungsi sumber daya manusia meliputi menurut Rifai (2008) yaitu:

1) Perencanaan

Perencanaan adalah merencanakan sumber daya manusia
sesuai yang dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan
dalam mewujudkan tujuan perencanaan organisasi terebut.

2) Pengorganisasian

Kegiatan dalam menentukan pembagian kerja, hubungan Kkerja,
delegasi wewenang, dalam mencapai tujuan vyang efektif dan
efisiensi di organisasi/perusahaan.

3) Pengarahan

Pengarahan adalah aktivitas mengarahkan semua karyawan,
supaya mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisiensi
dalam mencapai tujuan organisasi /perusahaan.

4) Wewenang

Pengawasan adalah melakukan penelitian terhadap kinerja,
memeriksa atau mengevaluasi hasil kerja apakah sudah sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan dalam organisasi atau belum.

3. Pengembangan SDM

a. Pengertian Pengembangan SDM

Pengertian pengembangan sumber daya manusia adalah
kegiatan yang harus dilakukan oleh organisasi/ perusahaan agar
pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pegawai atau karyawan
sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan.
Pengembangan sumber daya manusia jangka panjang berbeda
dengan pelatihan bagi pegawai adalah suatu proses belajar dan

berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja
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mereka dalam pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri untuk
peran dan tanggung jawab yang akan datang. Apabila para pegawai
atau karyawan dikembangkan dengan sebaik mungkin, maka
lowongan-lowongan jabatan yang ditemukan melalui perencanaan
sumber daya manusia lebih banyak di isi oleh orang dalam.

b. Tujuan Pengembangan SDM

Manajemen sumber daya manusia mempunyai kekhususan
dibandingkan dengan manajemen secara umum, karena yang
dikelola adalah manusia, maka keberhasilan atau kegagalan
manajemen sumber daya manusia akan mempunyai dampak yang
besar dan sangat luas. Manajemen sumber daya manusia
merupakan suatu pengakuan terhadap organisasi, manajemen
sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan daya guna
dan hasil guna sumber daya manusia dalam organisasi dengan
tujuan untuk memberi dampak kerja yang efektif.

Menurut, Daringi (2018) Tujuan utama manajemen sumber daya
manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi pegawai atau
karyawan terhadap organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat
mencapai produktivitas organisasi dalam mencapai tujuan tergantung
kepada manusia yang mengelola organisasi, oleh sebab itu, sumber
daya manusia tersebut harus mencapai tujuan organisasi.
Pengembangan sumber daya manusia para pegawai atau karyawan
dengan pengalaman dan kemampuan yang layak akan meningkatkan

kemampuan berkompetisi dalam organisasi dan berpartisipasi dalam
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perubahan lingkungan. Tujuan pengembangan adalah memperbaiki
tingkat efektivitas kinerja pegawai dalam mencapai hasil yang di
tetapkan. Sifat pengembangan adalah pengembangan pengetahuan,
keterampilan, merubah sikap atau prilaku. Pengembangan sumber
daya manusia tujuannya untuk meningkatkan kualitas profesionalisme
dan keterampilan para pegawai atau karyawan dalam melaksanakan
tugas dan fungsi secara optimal. Dengan adanya program
pengembangan sumber daya manusia maka dapat meningkatkan
keterampilan dan kecakapan pegawai atau karyawan yang dilakukan
oleh setiap usaha pemimpin untuk menambah keahlian kerja setiap
pegawai yang ada, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas dapat
lebih efisien dan produktif. oleh karena itu, organisasi perlu terus
melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, karena
investasi dalam pengembangan sumber daya manusia merupakan hal
yang terpenting.

c. Tahapan pengembangan SDM

Menurut, Erni (2007) menawarkan suatu teknik perencanaan
sumber daya manusia yang meliputi beberapa tahap vyaitu:

1) Investasi jangka panjang baik dalam lingkungan internal

maupun external dalam organisasi.
2) Peramalan atas ketersediaan (supply) dan ketersediaan
sumber daya manusia saat ini dan masa depan.

3) Perencanaan bagi rekrutmen, pelatihan dan promosi.
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Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam
merencanakan sumber daya manusia yang memudahkan organisasi
untuk menfokuskan bagian tertentu dengan lebih akurat atau skKill
needs, dari pada melakukan dengan angka yang besar untuk
seluruh bagian organisasi. Menurut Manullang, M. (2000: 15) tujuan
pengembangan pegawai sebenarnya sama tujuan latihan pegawali,
sesungguhnya tujuan latihan atau pengembangan pegawai Yyang
efektif adalah untuk memperoleh tiga hal yaitu:

1) Menambah pengetahuan

2) Menambah keterampilan dan

3) Menambah sikap.

Amstrong dan Michael (2006:3) menyatakan pengembangan
sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan
kesempatan belajar, membuat program-program latihan yang meliputi
perencanaan penyelenggaraan dan evaluasi atas program tersebut.

d. Pengembangan SDM Orang Asli Papua

Pada 29 September 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
(Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020
tentang Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua.
Oleh sebab itu untuk dapat mendukung Instruksi Presiden (Inpres) maka
Pemerintah Provinsi Papua melakukan pengembangan sumber daya
manusia orang asli Papua, melalui semua jalur dan jenjang jenis
pendidikan agar memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah dan
juga untuk menghadapi tantangan di era globalisasi dalam pelayanan

publik dan kesejahteraan masyarakat Papua. Pengembangan sumber
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daya manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara, pengembangan
sumber daya manusia yang paling efektif dilakukan melalui jalur
pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan
berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi dan pendidikan non formal adalah
jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan
secara terstruktur dan berjenjang sedangkan pendidikan informal
adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Menurut Irianto (2011:22) Menegaskan bahwa pengembangan
sumber daya manusia adalah proses peningkatan pengetahuan,
keahlian keterampilan dan kemampuan manusia untuk hidup
bermasyarakat dan menurut Hasibuan (2007:69) mendefinisikan
pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan
teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai atau karyawan sesuai
kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.
Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual dan moral
karyawan, sedangkan latihan bertujuan untuk  meningkatkan
keterampilan teknis pelaksana pekerjaan.

4. Pendidikan Formal Tingkat Tinggi

a. Sistem Pendidikan Formal

Dalam kamus bahasa Indonesia, pendidikan formal memiliki arti
yang sangat luas vyaitu, segenap bentuk pendidikan atau pelatihan

yang diberikan secara terorganisasi dan berjenjang, baik yang
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bersifat umum maupun bersifat khusus. Secara umum jalur
pendidikan dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu jalur
pendidikan formal, nonformal dan informal. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Pendidikan Formal adalah Jalur pendidikan yang teratur dan
berjenjang yang dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah
dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal adalah pendidikan yang
diselenggarakan dengan jalur pendidikan yang sistematis, terstruktur,
bertingkat dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
b. Pendidikan Tingkat Tinggi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 19
pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana,
magister spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan
tinggi. Pendidikan formal tingkat tinggi diselenggarakan dengan
sistem terbuka. Pendidikan formal tingkat tinggi merupakan kelanjutan
dari pendidikan menengah. Dari sisi tujuan pendidikan formal tingkat
tinggi lebih mempersiapkan sumber daya manusia yang terdidik yang
memiliki kemampuan akademik atau profesional yang mampu
mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pendidikan tinggi merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh
universitas, perguruan tinggi, institut, dan lembaga pendidikan lain

yang sederajat. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia
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melalui pendidikan formal merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan suatu
daerah yang harus di perhatikan oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut, Purwanto. (2016) peningkatan sumber daya manusia
melalui pendidikan formal merupakan satu bentuk investasi dalam
sumber daya manusia jangka panjang dan memberikan sumbangan
langsung terhadap pendapatan nasional melalui  peningkatan
keterampilan dan pengetahuan dalam produktifitas kerja. Pendidikan
formal berfungsi salah satu input dalam proses produksi vyaitu,
melalui tenaga kerja, agar dapat bekerja dengan produktif karena
kualitasnya. Hal ini selanjutnya akan mendorong peningkatan output
yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Dengan
berasumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi
produktivitas tenaga kerja dan semakin tinggi pula pengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Peningkatan
sumber daya manusia dapat di capai dengan cara meningkatkan
kualitas pengetahuan, keterampilan, sikap yang bertanggungjawab
terhadap tugas-tugasnya.
B. Definisi Konsep Penelitian

Dalam upaya Implementasi kebijakan peningkatan sumber daya
manusia melalui pendidikan formal adalah hal yang paling penting
untuk investasi masa depan dan juga sebagai aset daerah yang
paling berharga dengan peningkatan sumber daya manusia yang

baik maka mampu untuk menjawab sebuah tantangan yang datang
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dari luar daerah maupun dari dalam oleh karena itu, salah satu
upaya untuk peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan
formal adalah hal yang utama demi kemajuan daerah. Ada dua jenis
pendidikan tingkat tinggi yang diikuti oleh orang asli Papua vyaitu
pendidikan tinggi dalam negeri dan luar negeri dengan seluruh
jenjang pendidikan yang ada mulai dari diploma, S1, S2 dan S3

yang dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua. Pendidikan tinggi di

dalam negeri adalah pendidikan yang diikuti oleh mahasiswa asli

Papua yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Papua, melalui Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Mahasiswa tersebut

dapat mengikuti pendidikan tinggi baik di perguruan tinggi di Provinsi

Papua maupun diluar Provinsi Papua. Sedang Pendidikan tinggi luar

negeri adalah pendidikan yang diikuti oleh mahasiswa asli Papua

yang dibiayai olleh Pemerintah Provinsi Papua Melalui Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mahasiswa tersebut

dapat mengikuti pendidikan tinggi yang ada diluar negeri di

beberapa negara.

1. Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan formal
adalah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan
kemajuan daerah.

2. Pemberian beasiswa adalah untuk memberikan kesempatan untuk
berpendidikan secara balik.

3. Pengawasan adalah untuk dapat menyelesaikan studinya pada

waktu cepat.
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C. Kerangka Penelitian

Gambar 1
Kerangka Penelitian

Sumber: Suharno (2010:187)



